Menimbang

BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

:a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat
Daerah (PD) melakukan Penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2024;

. bahwa Rencana Keija (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten

Karimun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud huruf a di
atas merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan
dipedomani oleh setiap Perangkat Daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Keija Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2024;



Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan,Kabupaten Rokan
Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan antar Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Veriflkasi dan Validasi Pemuktahiran
Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klafisikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerabh;
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karimun Nomor 2);

Peraturan Daerah  Kabupaten Karimun  Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karimun Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah  Kabupaten Karimun Nomor 8
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022
Nomor 8);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik
(Berita Daerah  Kabupaten Karimun Tahun 2018
Nomor 46);



25. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

26. Peraturan Bupati Karimun Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2023 Nomor 43);

27. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 68);

28. Peraturan Bupati Karimun Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 94);

29. Peraturan Bupati Karimun Nomor 99 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah
(Berita Daerah  Kabupaten Karimun Tahun 2022
Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN
2024

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bupati adalah Bupati Karimun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20
(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa
jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun anggaran.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

BAB I
RENCANA KERJA (RENJA)

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk periode 1 (satu)
tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal
31 Desember 2024.

Pasal 3

(1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan
dengan sistematika paling sedikit memuat :
a. pendahuluan;

hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

penutup.

® oo T

(2 Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta harus berpedoman
dan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2024.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya.

(4) Isi beserta uraian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Bupati ini.



BAB Il
PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.
Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 21 Agustus 2023

tBUPATI KARIMUN,

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETA$S DAERAH KABUPATEN KARIMUN

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2023 NOMOR 57



